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ABSTRAK 

 

 

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi 

Pencabulan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak di 

Bawah Umur (Studi Putusan No.8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Sgm)” bagaimana 

pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan 

yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan bagaimana tinjauan hukum islam 

terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di 

bawah umur. 

 

Penelitian kepustakaan bersifat deskriptis analis data yang didapatkan 

dianalisis dengan pendekatan induktif . Yaitu data tentang studi putusan tentang 

pencabulan anak dianalisis dan ditinjau dari hukum pidana Islam.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ketentuan yang ada 

terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan 

No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm. Berdasarkan unsur dari pasal 82 UU No.35 

Tahun 2014 telah terpenuhi, akan tetapi hakim lebih mempertimbangkan 

terdakwa anak masih berusia di bawah umur dan perlu bimbingan lebih lanjut 

maka hakim memutuskan untuk terdakwa diputus di bawah ketentuan dan 

diberikan pelatihan kerja di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) selama 6 

(enam) bulan, sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. “Pidana 

penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari 

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.  

Di dalam hukum Islam pezina  ghairu muhs{han didera dan diasingkan 

selama setahun sementara yang pezina muhs{han diberikan hukuman rajam. 
Sementara dalam hukum Islam belum menulis secara detail bagaimana hukuman 

bagi pezina di bawah umur. Dalam hukum Islam anak sebelum mumayiz tidak 

bisa dikenakan hukuman pidana, anak dibawah mumayiz hanya dikenakan 

peringatan sebagai pendidikan  saja. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan kepada aparat 

penegak hukum untuk senantiasa berpaku kepada undang-undang yang ada dalam 

memutuskan suatu perkara, memakai KUHP apabila seorang sudah dikatakan 

dewasa dan menggunakan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) apabila anak 

masih dikatagorikan anak-anak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir hingga meninggal 

dunia, hidup dengan manusia lain. Atau dengan kata lain manusia tidak 

dapat hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya. Manusia 

akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, 

karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana 

tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. 

Dengan sadar atau tidak manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan 

hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar 

manusia. Peraturan-peratuaran atau petunjuk-petunjuk hidup itu memberi 

gambaran perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang 

harus dihindari.1 

Perkembangan kriminalitas yang ada di masyarakat telah mendorong 

lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-Undang 

Hukum Pidana yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Tujuan dari pengaturan terhadap tindak pidana khusus ini adalah 

untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup dalam KUHP. 

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan 

                                                             
1Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar  Ilmu Hukum  (Jakarta:Sinar Grafika, 2001), 3. 
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berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis atau ketentuan yang 

bersifat khusus akan diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum. 

Banyaknya upaya penegakan keadilan yang ada di masyarakat telah 

mendorong lembaga-lembaga penegak hukum untuk menegakkan keadilan 

yang subtantif. Semboyan fiat justitia, ruat caelum atau tegakkan hukum 

(keadilan) meskipun langit akan runtuh pun telah menggema dikalangan 

masyarakat.2 Berkaitan dengan hal tersebut, persoalan keadilan akan 

dirasakan  oleh berbagai pihak yang merasa telah dirugikan oleh tindak 

pidana. Dengan penjatuhan pidana maka diharapkan semua konflik harus 

diselesaikan, keseimbangan harus kembali dan mendatangakan rasa damai 

bagi masyarakat. Pada hakikatnya tujuan hukum pidana adalah protection of 

the public and the promotion of justice for victim, offenderand community. 

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di negara 

Indonesia menjadikan seluruh elemen masyarakat mampu mengakses dunia 

luar dengan bebas, sehingga mempengaruhi pola pergaulan dan kehidupan 

dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah tindak pidana terhadap 

anak (pencabulan) yang dari hari ke hari semakin banyak. Tindak pidana 

terhadap anak atau pelecehan seksual telah mendapatkan perhatian publik 

dalam beberapa dekade terakhir ini dan menjadikan salah satu profil 

kejahatan yang paling tinggi. Isu terkait hukuman kebiri bagi pelaku tindak 

pidana terhadap anak ini pun telah muncul kepermukaan pada awal tahun 

                                                             
2 Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2015), 94. 
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2017. Namun dengan banyaknya pro kontra dari masyarakat sehingga 

hukuman kebiri hanya sebagai angin yang berlalu. 

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup 

membangkitkan nafsu birahi. Misalnya: berciuman, meraba-raba kemaluan, 

dan meraba-raba buah dada.3 Sedangkan menurut The National Center on 

Child Abuse and Neglect US, “sexual assault” adalah kontak atau interaksi 

antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk 

stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi 

memiliki kekuatan atau kendali atas korban.4 

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat diketahui bahwa perbuatan 

cabul atau pencabulan adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

seseorang kepada orang lain (anak) dengan tujuan untuk memuaskan 

kebutuhan seksualnya. 

Pencabulan atau perbuatan cabul di Indonesia telah diatur dalam 

KUHP pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, dan 296 yang dikategorikan 

dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.5 Seiring 

perkembangan zaman pencabulan terhadap anak telah menjadi momok bagi 

generasi penerus bangsa sehingga kebutuhan akan penegakkan hak-hak anak 

                                                             
3 R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991), 212. 
4 Vani Rahmawati, “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 

Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta”,(Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 

2010),36. 
5 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 

106-109. 
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terus menjadi perhatian yang sangat serius oleh pembuat Undang-Undang 

(legal policy). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

merupakan respon pemerintah untuk menanggulangi kejahatan pelecehan 

terhadap anak atau cabul yang semakin marak di Indonesia. Undang-Undang 

ini merupakan penyempurnaan yang bersifat khusus dari pasal-pasal KUHP 

yang mengatur tentang pencabulan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut pasal 81 ayat 

(1) menyatakan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. 

Sedangkan ketentuan pasal 81 ayat (2) menyatakan “ketentuan pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang 

dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”. 

Sedangkan dalam hukum Islam pencabulan atau pelecehan seksual 

masuk dalam kategori zina. Secara harfiah zina mempunyai arti fahisyah, 

yaitu perbuatan keji. Zina menurut istilah adalah hubungan kelamin antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak 

terikat dalam hubungan perkawinan. Sedangkan zina menurut fukaha dari 

kalangan madzhab Hanafi adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang 
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laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan 

diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau 

ikatan perkawinan shubhat.6 

Dasar hukum perbuatan zina telah diatur dalam Al-Qur’an surah Al-

Isra’ ayat 32, yang berbunyi: 

                     

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.7 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya hukum 

positif atau hukum yang berlaku di Indonesia yang melarang perbuatan 

pencabulan atau zina. Hukum Islam pun telah melarang adanya perbuatan 

pencabulan atau zina, bahkan hukuman dalam hukum Islam lebih berat dari 

hukum positif. Salah satu bentuk hukuman bagi pezina dalam hukum Islam 

dapat kita lihat dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi: 

                                    

                           

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-

tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 

Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan 

dari orang-orang yang beriman. 

                                                             
6 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari 
Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 119. 
7 Kementerian Agama Republik Indonesia,Alquran dan Terjemahnya  (Bekasi: Cipta Bagus 

Segara, 2013), 285. 
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Sedangkan di Aceh yang mengunakan syariat Islam dalam hukuman 

pidana (jinayat) berbeda dengan hukum positif dan hukum Islam. Namun 

secara garis besar hukuman bagi pezina atau perbuatan cabul di Aceh lebih 

mengambil dari nilai-nilai yang tekandung dalam hukum Islam. 

Di Aceh pencabulan atau zina disebut dengan pelecehan seksual yang 

telah diatur dalam pasal 1 angka 21 Qonun Hukum Jinayat Aceh (QHJA), 

dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan 

cabul yang dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaanya.8 Dalam hal ini 

telah diatur dalam pasal 27 dan 28. 

Telah banyak penjelasan baik dalam hukum positif, hukum Islam, 

maupun Qonun Hukum Jinayat Aceh perubuatan cabul atau pelecehan 

seksual tetap berkembang semi di Indonesia. Upaya pemerintah dengan 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tak kunjung mereda kejahatan pencabulan atau pelecehan seksual. 

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang 

mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana karena melanggar 

peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma 

hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barang siapa yang 

melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana.9 

                                                             
8 Neng Djubaedah., Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia Ditinjau dari 
Hukum Islam  (Jakarta: Kencana , 2010)111. 
9Zaeni asyhadie, dkk, Pengantar Hukum Indonesia  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 131.  
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Berawal ketika pelaku anak datang menghampiri korban dengan 

mengendarai sepeda motor dan mengajaknya untuk pergi ke rumahnya, dan 

korban pun langgsung ikut. Sesampai di rumah pelaku anak mengajak korban 

untuk masuk rumahnya di ruang tamu untuk berbincang-bincang, kurang 

lebih 30 menit pelaku anak mengajak anak untuk masuk kamar dan dijawab 

oleh korban ”saya tidak mau masuk, disini saja” namun pelaku memaksa 

korban dan korbanpun masuk ke kamar pelaku anak. 

Sesampai di dalam kamar pelaku mengajak anak untuk melakukan 

hubungan intim layaknya suami istri, namun korban anak menolaknya, tetapi 

pelaku langsung menarik celana korban sampai terlepas dan langsung 

membuka celana korban. 

Kemudian anak memegang kelamin (vagina) korban dengan 

menggunakan jari telunjuk tangan kanannya kurang lebih 5 menit. 

Selanjutnya pelaku anak menarik korban menyamping dan menyentuhkan 

kelaminnya ke alat kelamin (vagina) lalu pelaku anak menggoyang 

goyangkan pantatnya kepinggir alat kelamin (vagina) korban namun tidak 

sampai  masuk dan sampai kelamin (penis) pelaku anak mengeluarkan cairan 

putih (sperma) dan mengenai pinggiran alat kelamin (vagina) korban. 

Dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 1 ayat (1) suatu 

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang undangan pidana yang telah ada.10 

                                                             
10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Surabaya: Gramedia Press, 2012), 3. 
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Ulama Syafi‟iyah dan ulama Hanabillah mengatakan, pelaku dihukum 

dera dan sekaligus dihukum dengan diasingkan selama satu tahun ke suatu 

kawasan dengan jarak yang sudah diperbolehkan untuk mengqashar sholat. 

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. 

 

“Ambillah (hukum itu) dariku, sungguh Allah SWT telah menentukan 

jalan bagi mereka (perempuan) yaitu, perempuan lajang yang berzina dengan 

lelaki lajang sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun, 

sedangkan perempuan yang sudah menikah (yang berzina) dengan lelaki yang 

sudah menikah harus didera sebanyak seratus kali dan dirajam”.11 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah 

yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian, antara lain: 

1. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dalam 

pandangan hukum pidana Islam. 

2. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi putusan 

Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.SGM). 

3. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan 

yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi putusan Nomor: 

8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.SGM). 

                                                             
11 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu (Depok Gema Insani,2011)316. 
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Dari identifikasi beberapa masalah tersebut, maka penulis akan 

membatasi permasalah yang akan dibahas, yakni: 

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi putusan 

Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.SGM). 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencabulan 

yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi putusan Nomor: 

8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.SGM). 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku 

tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 

(dalam putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.SGM)? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (dalam putusan 

Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.SGM)? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang 

sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga 
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terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.12 

Skripsi tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak telah banyak 

yang menulis, antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Sholihudin mahasiswa progam studi Siyasah 

Jinayah (SJ) pada tahun 2004. Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum 

Islam terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua kepada 

Anaknya (Telaah Atas Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/Asusila 

Orang Tua Kepada Anaknya)”. Pokok pembahasan dari skripsi ini 

menyatakan bahwa sanksi pencabulan yang dilakukan oleh orang tua 

kepada anaknya diatur dalam KUHP dengan jelas. Akan tetapi perlu ada 

pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau membuat sanksi baru bagi 

pelaku perbuatan cabul, terutama perbuatan cabul yang dilakukan oleh 

orang tua kepada anaknya. Dalam tinjauan hukum Islam, perbuatan cabul 

yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah termasuk zina muhsan, 

dan hukuman bagi pelakunya adalah dirajam sampai mati. Hukum Islam 

menilai perlu adanya penambahan sanksi bagi pelaku perbuatan cabul 

yang tercantum dalam pasal 294 KUHP. Penambahan sanksi dalam 

hukum Islam diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pencabulan 

yang dilakukan ayah kepada anaknya.13 

                                                             
12 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabaya: t.p., 2014), 9. 
13 Sholihudin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua 

Keapada Anaknya (Telaah Atas Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua 

Kepada Anaknya)”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel 2004) 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Tawakal mahasiswa progam studi Siyasah 

Jinayah (SJ) pada tahun 2009. Skripsi tersebut berjudul “Putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PNSby Dalam Perspektif 

UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”. 

Skrispi ini pada pokoknya membahas terkait putusan hakim yang 

memutus ringan, yakni 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 1.000 

(seribu rupiah). Padahal dalam UU No. 23 Tahun 2002 hukuman minimal 

3 tahun bagi pelakunya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam maka anak 

di bawah umur dapat dijatuhi hukuman ta’zir atau hukuman yang bersifat 

pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat).14 

3. Skripsi yang ditulis oleh Musahab mahasiswa progam studi Siyasah 

Jinayah (SJ) pada tahun 2013. Skripsi tersebut berjudul “Tinjauan Fiqh 

Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut 

Pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 Tahun 2002”. Pada pokoknya 

skripsi tersebut membahas terkait dengan pandangan fiqh jinayah 

terhadap sanksi perbuatan cabul dengan mendasarkan pasal 294 KUHP 

dan pasal 82 UU. No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.15 

4. Skripsi yang ditulis oleh Sofi Ariani mahasiswa prodi Hukum Pidana 

Islam (HPI) pada tahun 2016. Skripsi tersebut berjudul “Tinjauan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel (Studi 

                                                             
14 Iqbal Tawakal, “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PNSby Dalam 

Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi—IAIN 

Sunan Ampel 2009) 
15Musahab, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur 

Menurut Pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 Tahun 2002”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 

2009) 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 
 
 

 
 

Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw)”. Pada 

pokoknya skripsi tersebut membahas terkait dengan analisis putusan 

pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan pencabulan 

yang dilakukan oleh difabel disamakan dengan pelaku-pelaku yang non 

difabel atau normal, keadaan fisik yang demikian tidak dicantumkan 

sebagai hal yang meringankan sedangkan pandangan hukum pidana Islam 

keadaan yang demikian menjadi hal yang meringankan bagi pelaku.16 

Telah banyak skripsi yang membahas terkait perbuatan cabul atau 

pelecehan seksual terhadap anak. Namun hal ini akan berbeda dengan skrispi 

yang dibahas oleh penulis, karena penulis nantinya akan lebih fokus terhadap 

pertimbangan hakim dalam memutus dibawah ketentuan undang-undang 

perkara pencabulan terhadap anak sebagaimana dalam Putusan Nomor 

8/pid.sus-anak/2017/PN.sgm. Hakim dalam putusannya hanya memberikan 

penjara 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja di LPKA 

(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II B di Maros, selama 6 (enam) 

bulan, sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana 

paling singkat  5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun dan 

denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah). 

                                                             
16 Sofi Ariani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku 

Difabel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/pid.Sus/2013/PN.Ngw)”, (Skripsi-IAIN 

Sunan Ampel, 2016). 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak 

dicapai dalam penulisan skripsi, adalah: 

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan di bawah ketentuan Undang-undang pelaku tindak pidana 

pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor. 

8/Pid.Sus/2017/PN.Sgm. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan di 

bawah ketentuan Undang-undang pelaku tindak pidana pencabulan 

terhadap anak dalam putusan Nomor. 8/Pid.Sus/2017/PN Sgm. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penulisan skripsi ini, adalah: 

1. Aspek teoritis, yaitu hasil penelitian memiliki konstribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Dalam hal ini 

adalah sebagai upaya dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum 

pidana islam dan hukum kovensional. Selain itu juga dapat digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah. 

2. Aspek praktis, yaitu hasil penelitian memberikan solusi terhadap 

permasalahan pembangunan dan atau masyarakat secara praktis. Dalam 

hal ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat Indonesia 
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bahwa pentingnya untuk menjaga anak dari bahaya kejahatan pencabulan. 

Selain itu juga dapat digunakan oleh para penegak hukum untuk selalu 

menegakan hak-hak konstitusional anak. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas terkait dengan permasalahan yang ada dalam 

skripsi ini, maka perlu adanya kerangka konseptual yang konkrit agar lebih 

mudah dalam memahami pokok-pokok bahasan selanjutnya. Adapun yang 

dimaksud dengan kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan 

kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan 

diteliti.17 Maka dari itu perlu adanya penjelasan operasional dari skripsi yang 

berjudul “Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawa umur, (Studi Putusan No. 

8/Pid.Sus-anak/2017/PN Sgm)”. 

Berikut adalah definisi operasional dari judul tersebut: 

1. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh 

badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku 

manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-

peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.18 

                                                             
17 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 132. 
18 Chainur Arrasjid,Dasar-dasar ...,  
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2. Tindak Pidana Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan 

(kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup 

membangkitkan nafsu birahi. Misalnya, berciuman, meraba-raba 

kemaluan, dan meraba-raba buah dada.19 Dalam hal ini adalah perbuatan 

pencabulan terhadap anak korban yang masih berusian 17 tahun. 

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak dalam kandungan (pasal 1 angka (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sebagai sarana 

yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan.20 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam penelitan primer dan sekunder ini 

adalah pertimbangan-pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa 

terdakwa secara sah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 

8/pid.sus.anak/2017/pn.Sgm. 

2. Sumber data 

a. Sumber data primer 

                                                             
19 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang..., 212. 
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Perss) 3. 
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Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai 

sumber utama yang diteliti.21 Data primer yang diperoleh adalah 

salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa,nomor 8/pid.sus-

anak/2017/PN.Sgm. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan 

bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung 

diperoleh peneliti dari subyek penelitian.22 Sumber data sekunder 

berupa buku, kitab, artikel, atau bacaan lain yang berkaitan dengan 

skripsi yang akan dibahas, misalnya: 

1) Syamsuddin, Aziz.Tindak Pidana Khusus.Cetakan II.Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011. 

2) Sunarso, Siswanto.Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan 

Aplikasi.Jakarta: Rajawali Pers, 2015. 

3) Soesilo, R.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Bogor: Politeia, 

1991. 

4) Hamzah, Andi.Hukum Acara Pidana Indonesia. Cetakan Ketujuh. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 

5) Moeljatno.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2005. 

                                                             
21 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
22Ibid., 31. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 
 
 

 
 

6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

7) Rahmawati, Vani. “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)”.Skripsi--Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta, 2010. 

3. Teknik pengumpulan data 

Karena kategori penelitian ini studi pustaka atau literature, maka 

teknik pengumpulan data perlu diselaraskan dengan sifat penelitianya. 

Terkait hal tersebut, teknik yang digunakan adalah record dan 

dokumentasi. Record adalah setiap pernyataan yang tertulis dan disusun 

oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.23 

Teknik record penulis gunakan penulis gunakan dalam menghimpun data 

melalui dokumen Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, 

Nomor8/pid.sus-anak/2017/PN.Sgm. Sedangkan yang dimaksud dengan 

dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan 

penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa: buku, artikel, 

koran dan lainya sebagai data penelitian.24 

4. Teknik analisis data 

                                                             
23 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

216. 
24Ibid, 217. 
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Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni untuk mendeskripsikan 

mengenai subyek penelitian berdasarkan dari data dan variabel yang 

diperoleh dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.25 

Maksudnya, menguraikan terkait tentang penerapan unsur-unsur dalam 

pasal terkait dan hukuman kejahatan pencabulan yang diputus oleh 

Pengadilan Negeri Sungguminasa secara keseluruhan, mulai dari deskripsi 

kasus, pertimbangan hukum hakim, dan isi putusanya dalam putusan 

Nomor 8/pid,sus-anak/2017/PN.Sgm. 

Selanjutnya kerangka pikir dilakukan dengan menggunakan pola 

pikir deduktif, analisis yang berangkat dari kebenaran umum mengenai 

suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut kepada 

suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena 

yang bersangkutan.26 Maksudnya adalah menganalisis berdasarkan 

berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang telah terkumpulkan, untuk 

selanjutnya merujuk kembali pada ketentuan hukum dan Undang-Undang 

yang berlaku. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Guna memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan alur penulisan 

skripsi, maka penulis akan menguraikan dalam bentuk essay agar 

                                                             
25 Saifudin Azwar, Metode Penelitian..., 6. 
26Ibid., 40. 
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pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis. Adapun sistematika 

pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab secara sistematis sebagai 

berikut: 

Bab I pendahuluan Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

 Bab II kerangka Teoritis Bab ini membahas tentang hukuman bagi 

pelaku zina dalam hukum positif dan hukum pidana islam,dan juga 

membahas hukuman bagi pelaku zina anak beserta teori pertimbangan para 

hakim dalam memutuskan perkara dibawah ketentuan minimum. 

Bab III Data Penelitian Bab ini akan menyajikan variabel yang diteliti 

secara objektif dan tidak dicampur dengan opini peneliti. Dalam bab ini akan 

dipaparkan hasil penelitian yang terdiri dari: identitas terdakwa, kasus 

posisi, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan Pengadilan Negeri 

Sungguminasa Nomor 8/Pid.Sus-anak/2017/PN Sgm. 

Bab IV Analisis Data Bab ini merupakan analisis baik dari hukum 

pidana yang berlaku di Indonesia dan hukum pidana Islam terkait isi 

putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 8/Pid.Sus-

anak/2017/PN Sgm, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan dibawah minimum terdakwa pencabulan terhadap 

anak. 
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Bab V Penutup Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini 

yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

PENGERTIAN ZINA BESERTA HUKUKUMANNYA DALAM HUKUM 

PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

 

A. Pengertian Fiqh Jinayah 

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan jinayah. Pengertian 

fiqih secara bahasa dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, 

paham. Pengertian fiqih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul wahab 

Khalaf adalah Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang 

diambil dari dalil-dalil yang terperinci.atau fiqih adalah himpunan hukum-

hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang 

terperinci.27 

Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang 

yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian jinayah secara istilah 

menurut fuqaha yang sebagaimana oleh Abdul qadir Audah adalah Jinayah 

adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik 

perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.28 

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana islam dapat dibedakan 

menjadi dua. Ada yang menyebutnya fiqh jinayah dan ada pula yang 

menjadikan fiqh jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi 

                                                             
27 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al Fiqih Cet. VIII (Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968), 1. 
28 Abdul Qadir Audah, At Tasyri’ Al Jina’Al Islamiy Juz 1(Beirut: Dar Al Kitab Al Arab, t.t), 67. 
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sebuah kitab fiqh atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab 

fiqh. 

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama 

kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) al-rukn al 

asy-syar’i atau unsur formil, 2) al-rukn al-madi atau unsur materiil, dan 3) al-

rukn al-adabi atau unsur moril. 

1. Al-rukn al syar’i atau unsur formil unsur yang menyatakan bahwa 

seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-

undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada 

pelaku tindak pidana. 

2. Al-rukn al-madi atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa 

seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan 

sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan 

sesuatu) maupum yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). 

3. Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa 

seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah 

umur, atau sedang berada dibawah ancaman. 

Itulah objek utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-

unsur tindak pidana atau arkan al-jarimah. Sementara itu, jika dikaitkan 

dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur 

materiil atau al-rukn al-madi, maka objek utama kajian fiqh jinayah meliputi 

tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut: 
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1. Jarimah qishash terdiri atas: 

a. Jarimah pembunuhan  

b. Jarimah penganiayaan  

2. Jarimah hudud yang terdiri atas : 

a. Jarimah zina. 

b. Jarimah qadzf (menuduh muslimah baik-baik berzina) 

c. Jarimah syurb al-khamr (meminum minuman keras). 

d. Jarimah al-baghyu (pemberontak). 

e. Jarimah al-riddah (murtad) 

f. Jarimah al-syariqah (pencurian) 

g. Jarimah al-hirabah (perampokan). 

3. Jarimah  ta’zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas 

diatur oleh alquran atau hadis. Atau aturan teknis, jenis, dan 

pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini 

sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan 

akibat godaan syetan dalam diri manusia.29 

Dalam konteks ini pengertian Jinayah sama dengan Jarimah. 

Pengertian  Jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi 

adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan 

hukuman had atau ta’zir. Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka 

pengertian fiqih jinayah tersebut diatas sejalan dengan pengrtian hukum 

pidana menurut hukum positif. Musthafa Abdullah, S.H. dan Ruben Ahmad, 

                                                             
29 M.Nurul Irfan dan Musyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta, Sinar  Grafika, 2014), 1. 
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S.H. Mengemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik 

yang diancam dengan hukuman pidana.30 Atau dengan kata lain hukum 

pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak 

pidana dan hukumannya. 

 

B. Pengertian Perbuatan Zina 

Zina secara harfiah berasal dari kata fahisyah, yaitu perbuatan keji. 

Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang 

lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam 

hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum) mengartikan zina, yaitu 

melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) 

kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, atas 

dasar syahwat.31 

Ulama Hanafiyah menyebutkan sebuah definisi zina secara panjang 

lebar  yang menjelaskan kriteria-kriteria zina yang mengharuskan hukuman 

had. 

Mereka mengatakan, “Zina adalah koitus yang haram pada kemaluan 

depan perempuan yang masi hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas 

kemauan sendiri (tidak dipaksa) dan kehendak bebasnya di daarul ‘adl 

(kawasan Negara islam yang dikuasai oleh pemerntah atau pemimpin yang 

                                                             
30Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Inti sari Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia 

Indonesia,1983), 10. 
31Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 3. 
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sah) oleh orang yang berkewajiban menjalani hukum-hukum islam, tidak 

mempunyai hakikat kepemilikan, tidak mempunyai hakikat tali pernikahan, 

tidak mempunyai unsur syubhat kepemilikan, tidak mempunyai unsur 

syubhat tali pernikahan, tidak mempunyai unsur syubhat berupa kondisi 

smar atau kabur pada tempat kondisi samar dan kabur pada kepemilikan 

maupun tali pernikahan sekaligus”.32 Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa 

zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. 

Mengenai kekejian jarimah Zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-

Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak 

ada satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga 

sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.33 

Ulama Malikiyah mendefinisikan zinz dengan me-wa-thi-nya seorang 

laki-laki mukallaf trrhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan 

dengan sengaja. Ulama syafi’iyah mendefisinikan bahwa zina adalah 

memasukkan zakar kedalam fara yang haram dengan tidak subhat dan secara 

naluri memuaskan hawa nafsu. 

Konsep tentang tindak pidana perzinahan menurut hukum islam jauh 

berbeda dengan hukum barat, karena dalam hukum islam, setiap hubungan 

sexsual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang 

telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang 

                                                             
32 Wahab Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta:Gema Insani,2011), 303. 
33 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah…, 18. 
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mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan 

tindak pidana. 

Konsep syariat ini adalah untuk mencega menyebarluasnya kecabulan 

dan kerusakan akhlak serta menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu 

tidak hamya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi  lebih-lebih 

kepentingan masyaraka.34 

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Hukuman bagi  pealaku zina yang belum menikah (ghoiru muhsan) 

didasarkan pada ayat Al-Qur’an An-Nuur: 2 

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (muhsan) hukumannya 

menurut ahli hukum adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman 

ini disandarkan pada hadist Nabi. 

‘’Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! ALLAH 

telah memberi kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan 

bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.Dan 

orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam 

dengan batu.”(HR MUSLIM DARI ‘UBADAH BIN SHAMIT).35 

Hukuman zina bagi yang belum menikah Ulama fiqih sepakat bahwa 

orang yang belum menikah dan berstatus merdeka ketika melakukan 

perzinaan maka dihukum cambuk sebanyak seratus kali. Hukum ini berlaku 

sama bagi lelaki maupun perempuan. Ini berdasarkan firman Allah: 

”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 
                                                             
34 A.Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 35. 
35 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 23. 
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kasihan kepada keduanya mencega kamu untuk (menjalankan) agama 

Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan 

orang-orang yang beriman.”(An-Nur;2) 

Hukuman zina bagi yang sudah menikah para ulama fiqih sepakat 

bahwa orang yang suda menikah apabila berzina dihukum rajam hingga 

mati, baik lelaki maupun perempun. Dalil mereka adalah yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah, seseorang mendatangi rasulullah saat 

berada di masjid. Orang itu memanggil-manggil, ”wahai Rasulullah, aku 

telah berzina”, Rasulullah berpaling dari orang itu, orang itu mengulamg 

hingga empat kali. setelah itu, dia bersaksi empat kali atas dirinya. Nabi 

memanggil dan bertanya, ”Apa kau sudah menikah”, “apa kau gila?” 

orang itu menjawab,”tidak”, ’’beliau bertanya, ”apakah kau sudah 

menikah?”, orang itu menjawab “ya” Nabi bersabda, Bawa (dia) lalu 

rajamlah dia. ”Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dan yang 

lainnya.36 

1. Had Zina  

Had zina berbeda berdasarkan perbedaan pelakunya. Jika 

pelakunya laki-laki yang ghairuh muhshan, yakni belum pernah 

menikah dengan ikatan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan-

ketentuan syariat dan melakukan hubungan suami istri didalamnya, 

maka ia dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan diasingkan dari 

negaranya selama satu tahun. Demikian juga had yang diberlakukan 

terhadap pezina wanita yang ghairu muhshan. Tetapi bagi pezina 

                                                             
36 Sulaiman bin Ahmad, Ranghkuman Fiqih Sunah (depok,Senja Media Utama, 2017), 474. 
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wanita, jika pengasingan dirinya dari negaranya akan menimbulkan 

mudharat baginya, maka ia tidak perlu diasingkan, berdasarkan 

Firman Allah “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. 

Maka deralah tiap-tiap seorang seratus kali dera.” (An-Nur:2) 

Kemudian Abdullah bin Umar berkata, ”Rasulullah telah 

mencambuk (mendera) dan mengasingkan pezina ghairu muhshan 

serta perbuatan yang sama dilakukan Abu bakar dan Umar.” Sedang 

jika pelakunya seorang budak, maka ia akan dicambuk sebanyak 50 

kali cambukan dan diasingkan, karena hal itu akan mengabaikan hak-

hak pemiliknya dan budaknya tidak dapat bekerja untuknya. Jika 

pelakunya seorang laki-laki muhshan atau seorang wanita muhshanah, 

maka ia harus dirajam (dilempari) dengan batu hingga meninggal 

dunia, sebagaimana disinyalir dalam Alquran yang telah di mansukh 

lafazhnya, tetapi hukumannya tetap berlaku. 

“laki-laki tua dan wanita tua, jika keduanya berzina, maka 

rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Sesungguhnya Allah 

maha mengetahui lagi maha bijaksana.” 

Rasulullah juga pernah menyuruh merajam pezina dan 

merajam pezina dan merajam sendiri wanita dari al-Ghamidiyah, 

Maiz, dan dua orang yahudi.37 

Rajam adalah hukuman yang di akui seluruh fukaha kecuali 

kelompok khawarij. Mereka tidak menerima hadis jika tidak mencapai 

                                                             
37 Abu Bakar Jabir,  Minhajul Muslim(Jakarta:Darul Haq,2009),922. 
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batas mutawatir. Menurut mereka, hukuman bagi orang muhshan dan 

ghairu muhshan adalah dera. Dalilnya ada di Qs An-Nur:2 

Rajam adalah membunu orang yang berzina dengan cara 

melempari batu dan yang sejenis batu. Dalil rajam, sebagaimana yang 

sudah dijelaskan, adalah sabda dan fiil Rasulullah SAW. Dengana 

demikian, rajam adalah sunah qauliyyah (perkataan) dan fi’liyyah 

(perbuatan) pada waktu yang sama. 

Dera adalah hukuman kedua bagi pezina muhshan. Ini sesuai 

dengan hadis, ”ambillah diriku, sungguh Allah SWT telah menjadikan 

mereka (perempuan) jalan. Lajang dengan lajang didera seratus kali 

dan diasingkan satu tahun, duda dengan janda didera seratus kali dan 

dirajam dengan batu.” 

Akan tetapi, para fukaha berbeda pendapat tentang apakah 

hukuman bagi muhshan adalah rajam saja atau rajam dan dera.38 

    

C. Ketentuan Perzinahan  Dalam KUHP 

Perbuatan Zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah 

hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya  atau salah satu 

masi terikat dalam perkawinan dengan orang lain. 

                                                             
38 Alie Yafie, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 181. 
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Larangan hubungan seksual yang dapat dikatagorikan sebagai tindak 

pidana zina atau jarima zina, Selain itu dilakukan oleh orang yang masih 

terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-perempuan 

yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, Sebagaimana 

ditentukan dalam pasal 286 KUHP. 

Selain itu, menurut Pasal 287 KUHP, seseorang dapat dikatagorikan 

sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan 

diluar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduga olehnya, bahwa perempuan bersangkutan belum 

berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas, 

maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan 

tersebut  belum waktunya untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam 

pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. 

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan diluar perkawinan 

yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah: 

1. Persetubuhan diluar perkawinan oleh seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang keduanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam 

ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. 

2. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan tidak berdaya. 

3. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya. 
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4. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 

belum berumur  15 (lima belas) tahun, atau 

5. Persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan yang diketahuiaya atau sepatutnya harus diduga 

belum masanya untuk dikawini. 

Jenis delik zina yang ditentukan Pasal 287 ayat (2) KUHP adalah delik 

aduan absolut (absolut klacht delich). 

Jika anak yang disetubuhi diluar paerkawinan itu belum berumur  12 

(dua belas) tahun, atau perempuan tersebut alami luka berat atau kematian, 

sebagaimana  pasal 294, maka jenis delik tersebut, bukan lagi merupakan 

delik aduan, tetapi merupakan delik umum. Sebagaimana telah diketahui, 

bahwa perbuatan zina  dalam KUHP termasuk kejahatan  (misdrijven)39. 

KUHP pidana memang menganggap bahwa persetubuhan diluar 

perkawinan adalah Zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. 

Perbuatan zina memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina 

yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum menikah tidak 

termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (1) ke.1 a dan b. 

Penuntutan terhadap pelaku Zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan 

dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang 

                                                             
39Neng Djubaida, Perzinaan Dalam Peraturan Perndang-Undangan Di Tinjau Dari Hukum Islam 

(Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2001), 65. 
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merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kalau mereka 

semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa diragukan, 

mereka dianggap melakukan secara suka rela dan tentu tidak dihukum. 

Hukum Positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya 

hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang 

merasa dirugikan. Pasal 284 ayat (4). Kecuali untuk masalah pemerkosaan 

karena perkosaan menunjukkan secara jelas adanya kerugian, pasal 285 

KUHP. Dalam perkosaan, ada pemaksaan untuk melakukan perzinaan, baik 

dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.40 

 

D. lahirnya sampai pada waktu sempurnanya kekuatan berpikir dan pilihan. 

Ketika dilahirkan, manusia menurut tabiatnya memiliki kekuatan akal 

(indrak) dan pilihan (ikhtiyar) yang lemah kemudian keduanya sedikit demi 

sedikit mulai 

E.  Belum Dewasa dan Tanggung Jawab Pidana 

           Tanggung jawab dalam hukum islam terdiri atas dua unsur utama: a) 

kekuatan berpikir (indrak) dan b) pilihan (ikhtiar). Karena itu, hukum bagi 

anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fase-fase yang dilalui oleh 

manusia semenjak terbentuk hingga akhirnya manusia dapat memahami 

sampai batas waktu tertentu hingga akhirnya pertunbuhan akalnya menjadi 

sempurna. 

                                                             
40Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung, Pustaka Setia,2000)70. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 
 
 

 
 

Atas dasar adanya tahapan-tahapan dalam membentuk indrak 

(kekuatan berpikir) ini, dibuatlah kaidah tanggung jawab pidana. Ketika 

kekuatan berpikir tidak ada pada diri manusia, tanggung jawab pidana juga 

tidak ada. Ketika kekuatan berpikirnya lemah, yang dijatuhkan padanya 

bukan tanggung jawab pidana, melainkan hukuman untuk mendidik. Ketika 

kekuatan berpikirnya sempurna, manusia barulah mempunyai tanggung 

jawab pidana. 

Fase-fase yang dilalui manusia dari sejak lahir sampai dewasa terdiri 

atas tiga fase (periode) berikut: 

a) Fase pertama: fase tidak adanya kemampuan berfikir (indrak) 

Sesuai dengan kesepakatan fukaha, fase ini dimulai sejak manusia 

dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun, Pada fase ini, seorang 

anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Ia pun disebut yang 

belum mumayiz. Pada realitanya, tamyiz tidak terbatas pada usia 

tertentu karena kemampuan berpikir dapat timbul sebelum usia tujuh 

tahun dan kadang-kadang sesudahnya. Ini dipengaruhi oleh perbedaan 

orang, lingkungan, keadaan kesehatan, dan mentalnya. 

b) Fase kedua, kemampuan berfikir lemah 

Fase ini di mulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai 

ia mencapai usia balig. Mayoritas fukaha membatasinya usia pada usia 

lima belas tahun. Fukaha membatasinya pada usia lima belas tahun. 

Apabila seorang anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah 
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dewasa secara hukum meskipun dia belum dewasa dalam arti yang 

sebenarnya. 

c) Fase ketiga, kemampuan berpikir penuh (sempurna)  

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) 

yaitu kala menginjak usia lima belas tahun, menurut pendapat mayoritas 

fukaha, atau berusia delapan tahun, menurut pendapat Imam Abu Hanifa 

dan pendapat populer dalam madzab Maliki. Pada fase ini, seseorang 

dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya 

apapun jenisnya. Dia dijatuhi hukuman hudud apabila dia berzina atau 

mencuri dan dikhisas apabila dia membunu atau melukai, demikian pula 

dijatuhi hukuman takzir apabila melakukan tindak pidan zina.41  

 

F. Anak Dibawah Umur 

Definisi anak berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak 

adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan 

karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan 

martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak 

adalah tunas, potensi, dan generasi mudah penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, memiliki peran sterategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. 

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 

                                                             
41 Alie Yafie, Ensiklopedi Hukum Islam II (Bogor: PT Kharisma Ilmu,)255. 
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tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, 

dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk 

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-

undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif 

terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia 

sebagai amanah tuhan yang maha esa yang memiliki peran strategis dalam 

menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalui UU Nomor 33 Tahun 

2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan efektivitas perlindungan anak. 

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus 

bersikap responsive dan progresif dalam menata peraturan perundang-

undangan yang berlaku, apabila kita melihat definisi anak sebagaimana 

diungkap diatas, kita dapat bernafas lega karna dipahami secara koperhensif. 

Namun untuk menentukan batas usia dalam definisi anak, maka kita akan 

mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya 

definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya: 

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masyarakat usia 

perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 
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2. UU nomor 4 Thun 1979 tentang kesejahteraan Anak mendefinisikan anak 

berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. 

3. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengailan Anak mendefisinikan Anak 

adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, 

tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. 

4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan 

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum 

pernah kawin. 

5. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan membolehkan usia 

bekerja 15 tahun. 

6. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisitem Pendidikan Nasional 

memberlakukan Wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak 

berusia 7 sampai 15 tahun. 

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya 

disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya 

dilapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. 

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak 

(Convention On the Right Of the Child), maka definisi Anak: “anak berarti 

setiap manusia dibawa umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang 

berlaku pada anak,kedewasaan dicapai lebih awal” .untuk itu, UU Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah 
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seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU 

Perlindungan Anak yang dalam sastra hukum dikatagorikan sebagai lex 

specialist, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, 

termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak 

anak,42 

Sebelum lahirnya UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, pada dasarnya anak-anak bermasalah dikatagorikan dalam istilah 

kenakalan anak, yang mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

pengadilan anak. Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka 

istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), 

dan saat ini UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak 

pun menggunakan istilah Anak yang berkoflik dengan hukum. 

Berdasarkan pada pasal 1 butir 2 UU Nomor 3 tahun 1997 tentang 

pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah: 

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, 

baik menurut perundang-undangan  maupun menurut peraturan hukum 

lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

                                                             
42M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum(Jakarta,Sinar Grafika 2013)8. 
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Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan 

dengan hukum, yaitu: 

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan  anak yang apabila dilakukan 

oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak 

menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. 

2. Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran 

hukum. 

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya 

anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis 

menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang 

cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum, hal ini belum dapat 

dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat 

dari kondisi psikologi yang tidak seimbang dan sipelaku belum sadar 

mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.43 

 

G. Hukuman Bagi Anak Yang Belum Mumayiz  

Hukuman bagi anak belum mumayiz adalah hukuman untuk 

mendidik murni (ta’dibiyyah khalisah), bukan hukuman pidana. Ini karena 

                                                             
43Ibid. 
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anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum islam tidak 

menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada 

anak kecil. Hukum islam memberikan hak kepada walyal-amr (penguasa) 

untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para 

fukaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari 

hukuman untuk mendidik. 

Pemberian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia 

dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil setiap waktu dan 

tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatukan hukuman: 

 Memukul si anak, 

 Menegur / mencelanya, 

 Menyerakannya kepada waliy al-amr orang lain, 

 Menaruhnya kepada tempat rahabillitas anak atau sekolah anak-anak 

nakal, 

 Menempatan disuatu tempat dengan pengawan khususs, 

 Dan lain-lain. 

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk 

mendidik (ta’dimbiyyah), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai 

residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang telah  pernah 

dilakukan sebelum baligh pada waktu ia telah baligh. Ketentuan inilah yang 
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membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk 

melupakan masa lalu.44 

 

 

 

H. Syarat-Syarat Tindak Pidana Zina. 

Diantara syarat yang disepakati da nada syarat yang diperselisihkan. 

Syarat tersebut ialah 10 perkara yaitu: 

1. Pezina itu hendaknya baligh. Anak-anak yang belum baligh tidak 

dikenakan had dengan persepakatan ulama. 

2. Pezina itu hendaklah berakal, orang gila tidak dikenakan had dengan 

persepakatan ulama. 

3. Pezina hendaklah beragama islam (islam) pada pendapat imam maliki. 

4. Pezinahendaklah melakukan taat dan rela. 

5. Berzina dengan anak adam. 

6. Persetubuhan itu tidak timbul syubhat (menafikan syubhat). 

7. Pezina itu tahu tentang pengharaman zina. 

8. Perempuan itu bukan dari negeri kafir. 

9. Perempuan itu masih hidup. 

10. Alat kelamin laki-laki sampai masuk kedalam alat kelamin wanita. 

11. Ada 4 (empat) saksi yang melihat perzinahan itu. 

                                                             
44 Ibid.,259 
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I. Hukuman Takzir 

Hukuman takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak 

pidana) yang belum ditantukan oleh syarak, Hukum takzir adalah sekumpulan 

hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman 

yang paling ringan,seperti nasehat dan apabila hukum islam telah 

menjelaskan hukuman takzir tertentu, itu tidak berarti tindak pidana takzir 

menolak hukuman lainnya karena hukum islam menerima  setiap hukuman 

yang dapat memperbaiki dan mendidik pelaku serta dapat menjaga 

masyarakat dari setiap tindak pidana. 

Macam-macam hukuman takzir: 

1. Hukuman Mati                                                                                                                           

pada dasarnya takzir menurut hukum islam bertujuan untuk 

mendidik. Hukuman takzir diperbolehkan jika ketika diterapkan biasanya 

akan aman dari akibatnya yang buruk. 

2. Hukuman Dera (jilid). 

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam 

hukum islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak 

hudud dan takzir. 

3. Hukuman kawalan (penjara kurungan). 

Ada dua macam hukum kawalan dalam hukum islam. Yaitu 

kawalan terbatas dan kawalan tidak terbatas. 
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4. Hukuman pengasingan.hukuman pengasingan. 

5. Hukuman salib.  

6. Hukuman peringatan dan hukuman yang lebih ringan darinya.dalam 

hukum islam, hukuman peringatan termasuk katagori hukuman takzir. 

7. Hukuman teguran.hukuman takzir dalam hukum islam antara lain adalah 

hukuman teguran pencelaan. 

8. Hukuman ancaman. 

9. Hukuman penyiaran nama pelaku. 

10. Hukuman-hukuman lainnya. 
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BAB III 

 

A. Identitas Terdakwa 

Kasus pencabulan anak dibawah umur yang di putus dibawah 

ketentuan  oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan terdakwa bernama 

Malino umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Sungguminasa 29 Maret 2002 

jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di kabupaten Gowa, pekerjaan 

sebagai buru bangunan, berstatus belum mempunyai istri. 

B. Kasus polisi   

Bahwa ia pelaku anak pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 

pada pukul 13:30 Wita, bertempat kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya 

pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada 

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Sungguminasa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal 

ketika pelaku anak datang menghampiri saksi 1 dengan mengendarai sepeda 

motor dan mengajaknya untuk pergi kerumahnya, dan korban pun langsung 

ikut. 
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Bahwa sesampai dirumah pelaku anak mengajak korban untuk 

masukdi rumahnya di ruang tamu untuk berbincang bincang, kurang lebih 30 

menit pelaku anak mengajak korban dengan mengatakan “ayo masuk kamar” 

dan dijawab oleh korban “saya tidak mau masuk, di sini saja” namun pelaku 

anak tetap memaksa korban dengan mengatakan “ayo mi, sini mi, masuk 

karena capekka, mauka tidur” yang artinya “ayo masuk, karena capek mau 

tidur” dan korban pun ikut masuk ke kamar pelaku anak. 

Bahwa sesampainya dikamar tidur pelaku anak mengatakan ”ayo mi” 

yang artinya ”ayo” dan korbanpun menjawab ”ayo apa” dan pelaku 

menjawab ”ayo begitu” yang korban mengartikannya bahwa pelaku anak 

mengajak korban bersetubah layaknya hubungan suami istri, namun korban 

tetap menolak tetapi pelaku anak langsung menarik celana korban sampai 

terlepas dan langsung membuka celana korban. 

Bahwa kemudian pelaku anak memegang alat kelamin (vagina) 

korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya kurang lebih 5 

menit. Selanjutnya pelaku anak menarik korban menyamping dan 

menyentuhkan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) lalu pelaku anak 

menggoyang goyangkan pantatnya kepinggir alat kelamin (vagina) korban 

namun tidak sampai masuk dan sampai alat kelamin (penis) pelaku anak 

mengeluarkan cairan putih (sperma) dan mengenai pinggiran alat kelamin 

(vagina) korban. 
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Bahwa sebalumnya kejadian tersebut, pelaku anak sudah sering 

melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan untuk pertama kalinya pada 

tanggal 13 Januari 2017, kedua kalinya tanggal 19 Januari 2017 yang mana 

dilakukan di rumah sepupu pelaku anak dan biasanya sebelum pelaku anak 

mengajak korban melakukan hal tersebut pelaku anak tersebut selalu 

mengatakan ”kalau kamu tidak mau lagi berhubungan dengan saya, saya 

akan memberitahukan temanmu” karena korbanpun takut makanya 

korbanpun mau mengikuti semuanya. 

Bahwa adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku anak 

kepada korban dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam visum Et 

Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 

Nomor:VeR/084/II/2017/forensic tanggal 14 Februari 2017 yang ditanda 

tangani oleh Dr. Mauluddin. M.Sp.F, dengan hasil pemeriksaan yang pada 

intinya sebagai berikut: 

1. Serambi kemaluan (vestibulum vagine), tampak jelas kemerahan pada 

sisi kanan dan kiri. 

2. Selaput dara(hymen), tampak luka robek lama pada arah jam 1,5,8 dan 

11 disertai luka lecet geser pada sisi kanan 

3. Liang senggama (introitus vagine):jelas kemerahan pada sisi kanan dan 

bawah. 
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KESIMPULAN 

1. Ditemukan luka robek lama dan luka lecet geser pada selaput dara,serta dan 

jelas kemerahan.  

2. Pada serambi kemaluan dan liang senggama akibat persentuhan tumpul. 

3. Perbuatan pelaku anak sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam 

pidana dalam pasal 82 jo, pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak.” 

 

C. Pertimbangan Hakim 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2017,  sekitar 

pukul 13.30 Wita di rumah anak yang terletak di Kab. Gowa, berawal 

ketika anak dan saksi korban berjanji untuk bertemu, lalu anak 

menjemput saksi korban di dekat mushola yang berada dekat rumah 

saksi korban kemudian anak mengajak saksi korban kerumahnya. 

Sesampai dirumah anak, saksi korban bersama anak ngobrol diruang 

tamu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit bersama dengan nenek dan 

tante anak (saksi IV), lalu setelah saksi IV pergi kerumah temennya, 

anak mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dengan mengatakan 

“ayo mi” namun saksi menjawab “tidak mau ja masuk biar mi saya di 

sini” lalu anak menagtakan “sini mi masuk, ka capek ka saya mau tidur” 
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sehingga saksi korban ikut masuk ke dalam kamar dan langsung 

menonton tv sambil berbaring ditempat tidur bersama anak. 

2. Bahwa tidak lama kemudian anak mengajak saksi korban berhubungan  

layaknya suami istri dengan mengatakan “ayo mi” lalu saksi korban 

mengatakan “ayo apa?” dan anak mengatakan “ayo begitu” namun saksi 

korban menolak selanjutnya anak memeluk korban sambil mencium pipi 

dan bibir saksi korban, lalu anak meraba payudara dan juga vagina 

korban setelah itu anak memasukkan jari tengah tangan kiri anak 

kedalam vagina saksi korban, selanjutnya anak membuka seluruh 

pakaian hingga telanjang, setelah itu anak menyuruh saksi korban 

membuka celananya namun saksi tidak mau untuk membuka celana 

saksi korban sampai ke lututnya lalu berusaha memasukkan penisnya 

yang sudah tegang kedalam vagina korban namun saksi mendorong 

tubuh anak dan mengatakan sakit, sehingga anak menggosokkan 

penisnya ke vagina saksi korban, setelah itu anak menggoyang-

goyangkan pantatnya ke vagina saksi korban namun penis anak tidak 

sampai masuk kedalam vagina saksi korban selam 5 (lima) menit, 

setalah itu anak mengocok-ngocok hingga anak mengeluarkan cairan 

putih (sperma), kemudian saksi korban dan abak membersihkan cairan 

putih tersebut dan langsung memakai pakaiannya kembali seteala itu 

tidur bersama-sama sampai magrib. 

3. Bahwa sekitar pukul 19:00 Wita anak dan saksi korban keluar dari 

rumah anak untuk jalan-jalan sampai pukul 23:00 Wita, lalu karena saksi 
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korban takut pulang kerumahnya, saksi korban dan anak melanjutkan 

lagi perjalanan ke Sungguminasa dan akhirnya sampai limbung dirumah 

tante dari anak. 

4. Bahwa saksi korban dan anak baru berkenalan sekitar 2 (dua) bulan 

lamanya melalui facebook (FB). 

5. Bahwa anak saksi korban melakukan percabulan cabul sebanyak 4 

(empat) kali pada tempat yang berbeda-beda. 

6. Bahwa anak dan saksi korban melakukan perbuatan cabul tersebut sama 

yaitu dengan cara memeluk korban sambil mencium pipi dan bibir saksi 

korban, lalu anak meraba payudara dan juga vagian korban, setelah itu 

anak memasukkan jari tenga anak ke dalam vagina saksi korban. 

7. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada 

vagina, trauma, takut dan malu. 

8. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu: 1(satu) lembar baju 

kaos warna pink, 1 (satu) lembar baju lengan panjang kotak-kotak 

bergaris putih, 1 (satu) lembar celana training warna hitam bergaris 

merah adalah milik saksi korban. 

Bahwa setelah kejadian tersebut anak dan saksi korban dijemput oleh 

ibu kandung yang langsung membawa anak dan saksi korban ke kantor polisi 

karena orang tua saksi korban dan anak tentang kehilangan anak dan saksi 

korban. 
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Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan 

apakah berdasarkan  fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat 

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan 

dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 82 jo.pasal 76 E UU RI 

nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor.23 tahun 2002 

tentang pelindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 

1. Setiap orang. 

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak. 

3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Ad.1.Unsur Setiap Orang 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-

undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah orang 

perseorangan dan korporasi. 
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Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum 

sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum 

orang/pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (recht person) 

yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang 

dilakukan.  

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi 

kesalahan mengenai orangnya (error in personalia). 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang 

diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk 

kepada subjek hukum orang perseorangan yaitu Anak yang setelah 

dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 

Ayat (1) KUHAP, ternyata anak membenarkan dan telah sesuai pula 

dengan identitas anak dalam surat dakwaan penuntut umum dan saksi-saksi 

yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui anak yang 

diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Anak sehingga 

hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut 

hukum. 

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap anak dapat 

dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya hakim perlu 

mempertimbangkan tentang unsur berikut. 
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Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkai 

kebohongan, atau membujuk Anak.  

Menimbang, bahwa Pembuat Undang-Undang tidak 

memberikan batasan tentang arti ”kesengajaan” namun menurut  

Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan 

“kesengajaan” adalah Willen en Wetten yaitu seseorang melakukan 

perbuatan harus menghendaki (Willen) terjadi tindak pidana dan 

akibat yang dilakukannya tindak pidana tersebut, serta harus 

mengikuti (Wetten) bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan 

suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, 

akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. 

Menimbang, bahwa yanag dimaksud unsur ”melakukan 

kekerasan” artinya menggunakan tenaga kualifikasi perbuatan yang 

bersifat alternative yaitu melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak, hal tersebut terlihat dari 

penggunaan kata ”atau” dan ”tanda koma” dalam pemisahan setiap 

elemen unsur kualifikasi perbuatan tersebut, hal ini berarti sudah 

cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh 

alternatif tersebut dibuktikan dengan kata lain apabila salah satu 
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elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, 

dan elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian 

Hakim akan langsung menimbang, bahwa terhadap fase selanjutnya 

mengandung beberapa elemen unsur membuktikam elemen unsur 

yang terpenuhi.  

fisik, sedangkan ancaman kekerasan artinya adan daya upaya 

sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa. 

Menimbang,bahwa Yurisprudensi Mahkama Agung Republik 

Indonesia Nomor : 55.K/Pid/1994 yang menyatakan bahwa 

kekerasanatau ancaman tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan 

lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara lebih luas, yaitu 

termasuk pula pschische dwang (paksaan/tekanan pschis kejiwaan) 

yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi 

sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa, 

sedangkan yang dimaksud dengaan melakukan tipu muslihat adalah 

melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, 

palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, 

mengakali, atau mencari untung, selanjutnya melakukan 

serangkaian kebohongan adalah menyampaikan serangkaian hal 

yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, 

sedangkan yang dimaksud dengan membujuk yaitu menanamkan 

pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat 
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sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu 

mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan 

mau melakukan perbuatan tersebut. 

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengatur bahwa pihak yang 

menjadi korban peristiwa haruslah seorang anak, selanjutnya yang 

dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 1 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan 

Anak bahwa pada hari minggu tanggal 12 Februari tahum 2017, 

sekitar pukul 13:30 Wita di rumah Anak terletak di Kab. Gowa, 

berawl ketika Anak dan saksi korban berjanji untuk bertemu, lalu 

anak menjemput saksi korban didekat mushola yang terletak di 

dekat rumah saksi korban, kemudian anak mengajak saksi korban ke 

rumah Anak. Sesampai di rumah anak, saksi bersama dengan Anak 

berbicang-bincang di ruang tamu selama kurang lebih 30 anak (tiga 

puluh menit) bersama dengan nenek dan tante (saksi saksi IV), lalu 

setelah saksi IV pergi kerumah temannya, anak mengajak si korban 
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untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan “ayo mi” namun 

saksi menjawab “tidak mau ja biar saya mi ada disini” lalu anak 

mengatakan “sini mi masuk. ka capek ka, saya mau tidur”  sehingga 

saksi korban ikut masuk kedalam kamar dan langsung menonton TV 

sambil berbaring ditempat tidur bersama dengan anak, tidak lama 

kemudian anak mengajak saksi korban untuk berhubungan badan 

layaknya suamim istri dengan mengatakan “ayo mi” dan saksi 

korban mengatakan “ayo apa?” lalu Anak mengatakan “ayo begitu” 

namun saksi korban menolak selanjutnya anak memeluk korban 

sambil mencium pipi dan bibir saksi korban, lalu anak meraba-raba 

payudara dan vagina korban, setelah itu Anak memasukan jari 

tengah tangan kiri anak ke dalam vagina saksi korban, selanjutnya 

Anak membuka seluruh pakaiannya, kemudian Anak menyuruh 

saksi korban membuka celananya sehingga anak Anak yang 

membuka celana saksi korban sampai lututnya lalu anak berusaha 

memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina  namun 

saksi korban mendorong tubuh Anak dan mengatakan sakit, 

sehingga Anak menggosok-gosokan penisnya ke vagina saksi 

korban, setalah itu anak menggoyang-goyangkan pantatnya ke 

vagina saksi korban namun penis anak tidak sampai masuk kedalam 

vagina saksi korban kursng lebih 5 (lima) menit, setelah itu anak 

memegang penisnya lalu mengocok-ngocok hingga mengeluarkan 

cairan putih (sperma), kemudian saksi korban dan Anak 
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membersihkan cairan putih tesebut dan langsung memakai 

pakaiannya kembali setelah itu anak dan saksi korban tidur bersama 

sampai magrib.  

Menimbang,  bahwa jika perbuatan anak tersebut dihubungkan 

dengan arti sengaja sebagaimana telah diuraikannya di atas, maka 

telah nyata bahwa perbuatan anak membujuk saksi korban untuk 

masuk ke dalam kamar Anak dengan mengatakan “sini mi masuk, 

ka capek ka saya mau tidur” lalu setelah saksi korban masuk 

kedalam kamar,anak mengajak saksi korban berhubungan layaknya 

suami istri namun saksi menolak  selanjutnya anak memeluk korban 

sambil mencium pipi dan bibir saksi korban, lalu Anak meraba-raba 

payudara dan vagina korban, setelah itu Anak memasukkan jari 

tenga tangan kiri Anak kedalam vagina saksi korban kemudian anak 

berusaha memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina 

saksi korban adalah suatu perbuatan yang dikehendaki anak yang 

mana perbuatan tersebut anak lakauakan dengan tujuan untuk 

memuaskan nafsu katrena anak merasa enak pada saat nelakukan 

hal tersebut. 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan 

keterangan anak yang bersesuaian pula dengan kutipan akta 

kelahiran Nomor 784/IST/CS/2012 Tertanggal 8 Maret 2012 yang 

menerangkan bahwa saksi I adalah anak perempuan dari saksi II dan 
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saksi III yang lahir pada tanggal 27 juli 2003, dengan demikian saksi 

korban pada tanggal 12 Februari 2017 masi berusia 13 tahun 

sehingga masih dikatagorikan sebagai Anak sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Ad. 3. Unsur Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul’’ adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan memenuhi 

hasrat kebutuhan biologisnya dengan jalan meraba-raba seluruh tubuh 

korban, menciumi tubuh korban dan menggesek-gesek kemaluannya pada 

tubuh korban dengan tujuan agar pelaku mendapatkan kepuasan yang 

semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi. 

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan 

terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, Visum Et Repertum yang 

bersesuaian satu dengan yang lain, didapati fakta-fakta dipersidangan 

bahwa Anak mengajak saksi korban masuk kedalam kamar kemudian 

mengajak  saksi korban berhubungan layaknya suami istri namun korban 

menolak selanjutnya anak memeluk saksi korban sambil mencium pipi dan 

bibir saksi korban, lalu anak meraba-raba payudara dan vagina saksi 

korban, setelah itu Anak memasukkan jari tengah tangan kiri kedalam 
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vagina saksi korban, selanjutnya anak membuka seluruh pakaian,kemudian 

Anak menyuruh saksi korban untuk membuka celananya namun saksi 

korban tidak mau membuka celananya sehingga anak yang membuka 

celana saksi korban sampai lututnya lalu anak berusaha memasukkan 

penisnya yang sudah tegang kedalam vagiana korban namun saksi korban 

mendorong tubuh Anak dan mengatakan sakit, sehingga anak mengosok-

gosokan penisnya ke vagina saksi korban, setelah itu Anak menggoyang-

goyangkan pantatnya ke vagina saksi korban namun penis anak tak sampai 

masuk kedalam vagina saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, 

setelah itu Anak memegang penisnya lalu mengocok-ngocok hingga 

mengeluarkan cairan putih (sperma), kemudian saksi korban dan anak 

membersihkan cairan putih tersebut dan langsung memakai pakaiannya 

kembali setelah itu tidur bersama-sama sampai magrib. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas, maka unsur “untuk malakukan perbuatan cabul” telah 

terpenuhi. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 

hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan cabul telah 

terpenuhi. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan 

pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak  sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut 

telah terpenuhi,  pembuktian (bewilj minimum) maka anak harus 

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana dalam pasal tersebut. 

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan 

hal-hal yang dapat  menghapus pertanggung jawaban pidana, baik sebagai 

pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu anak harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya.  

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 69 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, 

yang disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan 

yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. 

Menimbang, bahwa pengertian pasal diatas adalah, dalam 

penjatuhan sanksi kepada Anak, hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada 

yaitu penjatuhan pidana atau penjatuhan tindakan. 

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan 

sebagai tujuan balas dendam pelaku, namun lebih dititik beratkan untuk 

pembinaan bagi si pelaku yaitu untuk menyadarkan bagi si pelaku atas 

segalah perbuatannya agar dimasa yang akan datang si pelaku tidak 

mengulangi perbuatannya. 
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Menimbang,bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, 

maka hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, 

harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang 

menyangkut kepentingan terbaik bagi anak. 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka 

untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak, Hakim harus  

mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing 

Kemasyarakatan, sebagaimana Ketentuan dalam  Pasal 60 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak,yang hal mana telah diutarakan sebagai berikut: Berdasarkan hasil 

konsultasi dalam siding tim Pengamat Pemasyarakatan(TPP) Bapas klas 1 

Makassar, Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa terhadap klien 

Anak direkomendasikan untuk diberikan bimbingan agama,kepribadian 

serta keterampilan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. 

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian 

Kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas 1 

Makassar terhadap diri anak, Hakim dapat memahami bahwa terhadap 

Anak perlu diperbaiki dalam kehidupan tingkah laku serta perilaku 

kehidupannya, maka hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan 

yang terbaik bagi kepentingan Anak. 

Menimbang,bahwa dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan 
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Hakim tentunya tidaklah semata-mata mengutamakan kepentingan Anak, 

namun perlu pula diperhatikan nilai keadailan dari sudut pandang korban, 

yang mana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang 

juga merupakan seorang Anak dengan pespektif yang sama dengan Anak, 

selain itu penjatuhan pidana terhadap Anak juga dimaksudkan sebagai 

upaya peringatan sekaligus preventif atau pencegahan terhadap orang lain 

yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana yang sama, dengan 

demikian hukuman yang akan di jatuhkan kepada Anak dipandang tepat 

demi kepentingan masa depan Anak kelak dan diharapkan memenuhi rasa 

keadilan bagi semua pihak. 

Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Anak selain 

ancaman pidana penjara dityetapkan pula ancaman pidana denda, namun 

dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 

tentang system Peradilan Pidana Anak yang menjadi acuan dalam 

menyidangkan perjara Anak dijelaskan apabila dalam hukum materil 

diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti 

dengan pelatihan kerja sehingga terdapat Anak akan dikenai pula pelatihan 

kerja lamahya serta tempatnya akan ditentukan amar putusan. 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah 

dikenakkan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
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penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang telah dijatuhkan. 

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan 

kepada anak lebih dari masa penahanan yang telah dijalani anak, maka 

perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. 

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos 

warna pink, 1 (satu) lembar baju lengan panjang kotak-kotak, 1 (satu) 

lembar celana training warna hitam garis merah seluruhnya merupakan 

milik saksi korban saksi I sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti 

tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban saksi I. 

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran pidana yang akan 

dijatuhkan kepada anak tersebut, hakim akan mempertimbangkan keadaan 

yang memperberat dan yang meringankan yang ada pada diri anak sebagai 

berikut (video pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP): 

Keadaan yang memberatkan: 

1. Perbuatan Anak dikhawatirkan dapat menghancurkan masa depan saksi 

korban serta menimbulan trauma yang berkepanjangan. 

Keadaan yang meringankan: 

1. Anak masi berusia Anak. 
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2. Anak mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatan 

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. 

3. Anak masih belum pernah dihukum. 

Menimbang, bahwa oleh karna Anak telah dinyatakan terbukti 

bersalah dan terus dihukum, maka kepada Anak tersebut supaya dibebani 

untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan 

ini. 

Menimbang, pasal 82 jo Pasal 76E Undang-Undang nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang-undangan lain 

yang bersangkutan. 

 

a. . 

b. 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis merah 

D. Dikembalikan kepada yang berhak. 

E.  Amar Putusan 

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “dengan sengaja 

membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana 

dakwaan tunggal Penuntut Umum. 
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2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara 

1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja di LPKA 

(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II B di Maros, selama 6 

(enam) bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 

Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Menetapkan Anak telah ditahan. 

5. Menetapkan barang bukti berupa:  

c. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink. 

6. 1 (satu) lembar baju lengan panjang kotak-kotak 

7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah 2.000- 

(dua ribu rupiah). 

Dengan demikian, diputuskan pada hari Senin, Tanggal 22 Mei 2017, 

oleh Yulianti Muhidin, S.H. Hakum Anak pada Pengadilan Negeri 

Sungguminasa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 

dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hariyanti, S.H., Panitera 

Pengganti Pengadilan negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rina 

Mochtar ,S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, 

Pembimbing Kemasyarakatan, serta Wali Anak45. 

 

 

                                                             
45 Direktori putusan,(Pengadilan Negeri Sungguminasa, 2017) 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 

SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN 

ANAK DI BAWAH UMUR  DALAM PUTUSAN NO. 8/PID.SUS/2017/PN 

SGM 

 

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pelaku Tindak 

Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan No.8/Pid.Sus-

Anak/2017/PN.Sgm 

Terkait dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Sungguhminasa 

No.8/Pid.Sus-anak/2017/PN.Kbu tentang tindak pidana pencabulan anak di 

bawah umur, yang mana hakim menegaskan dalam amar putusan bahwa 

terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. 

Dalam putusan tersebut jelas dinyatakan bahwa terdakwa didakwa 

dengan dakwaan tunggal. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak. 

Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan keseluruhan pasal 

yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Maka dari itu perlu memberikan 

sebuah analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, 

apakah sudah sesuai dengan tata peraturan yang ada atau belum. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85 
 
 

 
 

Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya bahwa Penuntut 

Umum memberikan tuntutan tunggal kepada terdakwa dengan pasal 

dakwaan, yakni pasal 82 jo pasal 76 E  UU No. 35 Tahun 2014, maka dalam 

analisis ini penulis akan menganalisis terhadap pertimbangan-pertimbangan 

hakim dalam menganalisis serta memberikan pertimbangan hukum pasal 

tersebut. 

Bunyi pasal 82 jo 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindunga Anak sebagai berikut: 

“setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 

E dipidana demgan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (limja milyar) ”. 

Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang 

harus dipenuhi antara lain: 

1. Setiap orang. 

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak. 

3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 

 Terkait dengan unsur yang pertama “setiap orang”.Sebagaimana 

dipaparkan dalam pertimbangan hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap 

orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu 

bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatanya.Berdasarkan 

identitas dari Terdakwa yang dipaparkan dalam data penelitian putusan ini 

yang dimaksud setiap orang adalah Malino.  
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 Selanjutnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam unsur kedua. 

Bahwa dijelaskan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut 

dikehendaki oleh pelaku dan pelaku mengetahui konsekuensi atas perbuatan 

tersebut. Maka dari itu kehendak yang disadari ditujukan untuk melakukan 

suatu kejahatan tertentu. Selain itu dalam pertimbangannya majelis hakim 

juga menyatakan bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan 

layaknya suami istri lebih dari satu (1) kali sehigga terdakwa menyetubuhi 

anak saksi korban adalah benar adanya. 

 Selanjutnya terkait dengan unsur “melakukan kekerasan”artinya 

mengunakan tenaga kekuatan fisik, sedangkan ancaman kekerasan artinya 

ada upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa. “tipu 

muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk”. Sebagaimana dijelaskan 

dalam putusan tersebut yang dimaksud dengan tipu muslihat, rangkaian 

kebohongan atau membujuk adalah perbuatan yang dilakukan dengan akal 

cerdik sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dengan 

memberikan perkataan bohong atau yang tidak sebenarnya dengan tersusun 

rapi sehingga kebohongan yang satu menutup kebohongan yang lainya untuk 

memengaruhi orang menurutinya sehingga berbuat sesuatu yang apabila 

mengetahui maksud dari pelakunya ia tidak akan berbuat demikian. 

 Selanjutnya terkait pertimbangan hakim dengan unsur yang ketiga 

“melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan 
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memenuhi hasrat kebutuhan biologisnya dengan jalan meraba-raba seluruh 

tubuh korban, menciumi tubuh korban dan menggesek-gesek kemaluannya 

pada tubuh korban dengan tujuan agar pelaku mendapatkan kepuasan yang 

kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi. 

 Dari semua unsur yang ada diatas telah terpenuhi dari dilihat dari 

keterangan V saksi, meskipun saksi yang ke lima tanpa disumpah karena 

belum berusia 15 (lima belas) tahun”. 

 Namun disini penulis pun mengakui bahwa hakim dalam menyatakan 

pendapat hukumnya dilandasi keterangan saksi-saksi yang lain, meskipun 

saksi disini adalah saksi yang tidak melihat kejadian secara langsung 

melainkan hanya mendengar dari cerita orang lain atau testimonium de 

auditu. Saksi testimonium de auditu ini jikalau kita mengacu terhadap Pasal 

184 KUHAP maka bukanlah termasuk alat bukti namun berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 818/K/Sip/183 saksi testimonium de 

auditu ini dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mendukung saksi biasa 

dan dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam visum Et Repertum 

dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VeR/084/II/2017/Forensik 

tanggal 14 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh dr.Mauludin.M.Sp.F, 

dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya sebagai berikut: 

1. Serambi kemaluan (vestibulum vagine), tampak jelas kemerahan pada 

sisi kanan dan kiri. 
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2. Selaput dara (hymen), tampak luka robek lama pada arah jam 1,5,8 dan 

11 disertai luka lecet geser pada sisi kanan. 

3. Liang senggama (introitus vagine), jelas kemerahan pada sisi kanan dan 

bawah. 

. Namun yang menjadi persoalan adalah tidak ada sama sekali saksi biasa 

kecuali anak saksi korban. Unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain tampak hanya perspektif satu pihak. Dapat dibaca secara jelas bahwa 

Penuntut Umum dalam dakwaanya menyatakan bahwa terdakwa 

menyatakan kepada anak korban akan bertanggungjawab dan menikahi 

jikalau terdapat konsekuensi dari perbuatanya tersebut. Namun di sini 

majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih jauh dan hanya berpatokan 

kepada salah satu keterangan dari pihak terdakwa. 

 Menganalisis lebih lanjut bahwa dalam putusan tersebut jelas pasal 

yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah pasal 82  Jo pasal 76 UU RI No. 

35 Tahun 2014, namun lagi-lagi majelis hakim juga tidak memberikan 

pertimbangan hukum yang kongkrit terkait dengan pasal tersebut. Padahal 

secara jelas dalam dakwaan Penunut Umum perbuatan cabul yang dilakukan 

oleh terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali melainkan tiga kali. 

 Poin utama yang menjadi sebuah garis tebal adalah pertimbangan 

hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa Undang-Undang 

Perlindungan Anak mengutamakan anak untuk dilindungi tetapi 
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perlindungan tersebut tidaklah serta merta mengabaikan dan mengurangi 

hak-hak asasi warga negara yang lain. Namun dalam hal ini putusan majelis 

hakim tidak mencerminkan rasa keadilan. Putusan majelis hakim yang 

menyatakan terdakwa dalam kasus ini dihukum dengan  pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (lembaga pembinaan 

kusus Anak)dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan LPKA karena anak 

korban dalam putusan ini secara jelas telah dilakukan pencabulan oleh 

terdakwa. 

 

B. Analisis Hukum  Pidana Terhadap Putusan dibawah batas minimal Pelaku 

Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan 

No.8/Pid.Sus-Anak/PN.Sgm 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia menganut 

sitem hukum Civil Law atau Civil Law Sistem, konsekuensi logis dari sistem 

ini dalam ranah persidangan adalah segala bentuk pembuktian dalam 

persidangan harus berdasarkan hukum yang tertulis atau berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Karakteristik dari sistem hukum ini adalah 

kepastian hukum. Maka dari itu hakim sebagai penegak keadilan berfungsi 

untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam 

batas kewenanganya. 

Terkait dengan analisis hukum pidana dalam putusan ini penulis akan 

mengkaji secara sistematis terkait putusan dalam persidangan. Sebagaimana 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

90 
 
 

 
 

dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa alat-alat bukti yang diajukan dalam 

persidangan terdiri dari saksi, surat hasil visum , dan keterangan terdakwa. 

Ketika Pemeriksaan keterangan saksi, majelis hakim telah memeriksa 

seluruh saksi dalam persidangan.Hanya terdapat satu orang saksi yang tidak 

di sumpah dari kelima saksi karena usianya belum sampai 15 tahun, yakni 

saksi korban. Saksi yang lain merupakan saksi yang tidak melihat kejadian 

secara langsung dan hanya mendengar dari keterangan orang lain atau sering 

dikenal dengan istilah testimonium de auditu. 

Dalam buku HUKUM PIDANA karangan Prof. Dr. Teguh 

Prasetyo,S.H.,M.Si. menyatakan tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali 

jika sudah ada undang-undang sebelum yang mengancam dengan 

pidana.tujuan asas ini tidak lain adalah: 

1. Menegakkan kepastian hukum. 

2. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa. 

Dalam pernyataan tersebut telah dijelaskan bahwa seorang penegak 

hukum harus memutuskan sesuai dengan undang-undang yang telah di 

tentukan dan yang masi berlaku.sesuai dengan tujuan dari asas legalitas 

yakni menegakkan kepastian hukum. 

Asas legalitas adalah asas yang dikatakan sebagai penyangga hukum 

pidana.asas ini tersirat di dalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian: 
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1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan 

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan 

dilakukan. 

2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-

undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. 

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas 

ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan 

perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, 

yaitu: 

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai 

perbuatan yang pelakunya dapat dijtuhi pidana. 

2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu 

dilakukan. 

Sudah di jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP bahwasannya 

perbuatan yang bisa di kenakan hukuman adalah yaitu perbuatan tersebut 

sudah ditentukan oleh perundang-undangan pidana dan dalam putusan 

tersebut terdakwa telah melanggar pasal 82 jo pasal 76 E UU RI No 35 tahun 

2014 tentang RUU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan 

ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah). 
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Majelis hakim dinilai telah memutuskan perkara tersebut dengan 

mengesampingkan asas legalitas dengan memutus di bawah ketentuan yang 

ada,sementara semua unsur-unsur yanga ada dalam pasal 82 jo 76 E UU No. 

23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. Tepatnya pada unsur setiap orang, kekerasan, tipu 

muslihat, rangkaian kebohongan, dan membujuk.  

Akan tetapi hakim dalam menyelenggarakan persidangan adalah 

bebas, tidak memihak dan berusaha memutus perkara sesuai dengan 

kemampuan hukum yang dimilikinya, hal ini sebagaimana disebutkan 

dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasan kehakiman 

adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradialn guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila. 

Demi terselengaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 

Atas keadaan yang memberatkan : 

 Perbuatan anak dikhawatirkan dapat menghancurkan masa depan saksi 

korban serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan. 

Keadaan yang meringankan: 

 Anak masih berusia anak. 

 Anak mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali 

perbuatannya seta berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya. 

 Anak belum pernah dihukum. 
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Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa majelis hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 

8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Sgm dengan terdakwa Malino belum dapat 

dikatakan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Majelis hakim lebih telah mengesampingkan asas legalitas dalam memutus 

perkara tidak sesuai dengan peratuturan yang ada, dengan memutus dibawah 

di bawah batas minimal yang telah ada dalam pasal tersebut. 

Akan tetapi jikalau di lihat dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim diberikan 

kebebasan dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan pertimbangan hal 

yang memberatkan dan meringakan. 

 

 

C. Analisis Hukum  Pidana Islam Terhadap Putusan  Di Bawah Batas Minimal 

Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan 

No.8/Pid.Sus.Anak/PN.Sgm 

Hukum  islam tercipta adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi 

umat manusia di dunia dan di akhirat. Melalui para rasul yang bersumber 

dari alquran dan hadist, dilanjut dengan kiyas dan ijma’ di kalangan para 

ulama’. 

Tujuan dari hukum islam adalah melindungi masyarakat dengn 

memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, sehingga untuk 

mewujudkan tujuan dari hukum pidana islam itu sendiri seorang hakim 
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sepatutnya bersikap adil dan teliti dalam menegakkan mengadili suatu 

perkara di pengadilan. 

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sungguminasah No.8/Pid.Sus-

Anak/PN.Sgm tentang pencabulan anak dibawah umur, yang mana majlis 

Hakim yang mengadili perkara ini memutus terdakwa Malino dengan 

putusan dibawa batas minimum yang ada dalam undang-undang. 

Dengan terpenuhiunya unsur-unsur dalam undang-undang tersebut 

adanya saksi dan alat bukti yang ada, jelas dikatakan bahwa terdakwah 

saudara Malino telah melanggar pasal 82 jo pasal 76 E UU RI No 35 tahun 

2014 tentang RUU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan 

ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah). 

Di dalam pasal 81 ayat (2) sebagai berikut “pidana penjara yang dapat 

dijatuhkan kepada anak paling lama 1/3 (satu per tiga) dari maksimum 

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.  

Dengan pasal ini hakim semestinya hakim memutus hukuman tidak 

lebih dari satu per dua dari hukuman maksimum dari hukuman yang sudah di 

tetapkan bagi orang dewasa. 

Maka dari itu sudah sepatutnya hakim lebih mengutamkan hak-hak 

korban dari sebuah kejahatan. Karena pada dasarnya hakim sebagai 

pelindung dan penegak keadilan memberikan perlindungan serta menegakkan 
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keadilan bagi ummat yang mencari perlindungan. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT, yang berbunyi: 

                    

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan... (QS. an-Nisaa’:135) 

 

Berdasarkan surat tersebut maka sangat diperlukan bagi seluruh 

elemen penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Hakim sebagai salah 

satu aparat penegak hukum, yangmana dalam setiap putusanya mengucapkan 

kalimat “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” menjadi 

sebuah tanggung jawab di dunia dan akhirat. Sehingga pemaknaan tujuan 

hukum islam sudah sepatutnya mampu terimplementasikan dalam setiap 

putusan-putusan pengadilan. 

Terhadap pelaku pezinaan, ditentukan tiga bentuk hukuman yaitu 

hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan, dan rajam. Dua hukuman 

yang pertama jiliddan pengasingan dikenakan bagi pelaku perzinaan 

ghairu muhsan, yaitu pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi 

pezina muhsan, yang telah menikah baik dalam status masih menikah atau 

telah putus perkawinannya, berlaku hukum rajam, sebagian ulama 

mengatakan bahwa hukuman bagi muhsan ini adalah jilid saja sebagai 

mana disebutkan dalam nash Alquran dalam ayat Alquran tidak ada 

pemisahan terhadap pelaku zina. 
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Hukum islam membedakan secara sempurna antara anak kecil 

dengan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukuman bagi 

anak kecil yang belum dewasa atau mumayiz adalah hukuman untuk 

mendidik murni bukan hukuman pidana karena anak kecil bukan orang 

yang pantas menerima hukuman. Hukum islam tidak menentukan jenis 

hukuman untuk mendidik yang dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum 

islam memberikan hak kepada wali untuk menentukan hukuman yang 

sesuai menurut pandangannya. Para fuqoha menerima hukuman 

pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik. 

Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan 

memudahkannya untuk melupakan masalah. 

Dalam hukuman zina itu sendiri sudah diatur dalam alquran dan 

hadist dan itu sudah ketentuan dari tuhan, akan tetapi ketika ada unsur 

yang tidak terpenuhi maka hukumannya menjadi takzir. Di dalam putusan 

tersebut hal yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah hal  yang 

memberatkan 1) perbuatan anak dikhawatirkan dapat menghancurkan 

masadepan saksi korban serta menimbulkan trauma yang berkepanjanga. 

Hal yang meringankan 1) anak masih berusia di bawah umur, 2) anak 

mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatan dan 

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.3)anak masih belum pernah  

dihukum. 

Setelah di jelaskan di pembahasan sebelum di katakana bahwa 

hukuman bagi anak di bawah umur, atau dibawah mumayiz itu adalah 
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hanya sebatas pembelajaran atau pendidikan saja, tidak di hukum layaknya 

orang dewasa.  

Di lihat dari pertimbangan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan tersebut dikatakan sudah 

sesuai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas terkait dengan  keputusan hakim, 

Analisis hokum pidana dan  hukum pidana Islam. Maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa keputusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri 

Sungguhminasa No.8/Pid.Su-Anak/2017/PN.Sgm menyatakan bahwa 

terdakwa Malino secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana berdasarkan peraturannya. Namun hakim juga menggunakan UU 

Nomor. 11tahun 2012 sistem peradilan pidana anak pasal 81 ayat (2). 

Bahwasannya pidana penjara bagi anak dibawah umur adalah 1/3 dari 

maksimum hukuman bagi orang dewasa. Hakim berpedoman pada pasal 1 

angka 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman sebagai dasar putusan hakim. Keadaan yang memberatkan 1) 

anak dikhawatirkan dapat menghancurkan masa depan saksi korban serta 

menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Kemudian keadaan yang 

meringankan, 1) anak masih berusia anak, 2) anak mengakui perbuatannya 

secara terus terang, menyesali perbuatan dan berjanjin tidak akan 

mengulangi perbuatannya. 3) Anak masih belum pernah dihukum. Maka 

dari itu putusan hakim di katakana sudah sesuai dengan pertimbangana 
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dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

Bahwa keputusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri 

Sungguhminasa No.8/Pid.Su-Anak/2017/PN.Sgm menyatakan bahwa 

terdakwa Malino secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana berdasarkan peraturannya. Namun hakim juga menggunakan UU 

Nomor. 11tahun 2012 sistem peradilan pidana anak pasal 81 ayat (2). 

Bahwasannya pidana penjara bagi anak dibawah umur adalah 1/3 dari 

maksimum hukuman bagi orang dewasa. Hakim berpedoman pada pasal 1 

angka 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman sebagai dasar putusan hakim. Keadaan yang memberatkan 1) 

anak dikhawatirkan dapat menghancurkan masa depan saksi korban serta 

menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Kemudian keadaan yang 

meringankan, 1) anak masih berusia anak, 2) anak mengakui perbuatannya 

secara terus terang, menyesali perbuatan dan berjanjin tidak akan 

mengulangi perbuatannya. 3) Anak masih belum pernah dihukum. Maka 

dari itu putusan hakim di katakana sudah sesuai dengan pertimbangana 

dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman.     

 

2. Di dalam konteks hukum Islam tindak pidana zina Ghoiru muhsah 

dihukum dengan dera dan diasingkan selama satu tahun akan tetapi di 

dalam hukum pidana islam juga membedakan antara hukuman bagi orang 

dewasa dan anak yang belum dewasa, didalam hukum Islam anak yang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

79 
 
 

 
 

belum dewasa tidak dihukum seperti orang dewasa melainkan hanya di 

peringatkan atau di cela sebagai pendidikan saja. dalam hukum zina itu 

sendiri adalah had akan tetapi ketika ada unsur yang tidak terpenuhi dalam 

tindak pidana zina maka hukumannya adaah takzir. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Demi menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi 

masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum (hakim) harus 

senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang ada. 

2. Sudah sepatutnya masyarakat Indonesia lebih memahami hukum dan 

lebih teliti terhadap keputusan para penegak hukum dan juga menghargai 

hak-hak orang lain yang telah dilindungi oleh Undang-Undang. 
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